BAB I
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pelaksanaan pendaftaran peralihan Hak Milik bersama atas tanah karena
pewarisan di Kota Madiun belum mewujudkan kepastian hukum. Belum semua
responden (ahli waris) telah melakukan pendaftaran peralihan tersebut.
Kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pendaftaran peralihan
tersebut masih kurang sehingga tidak segera melakukannya.
B. Saran
1. Responden (ahli waris) segera melakukan pendaftaran peralihan Hak Milik
bersama atas tanah karena pewarisan di Kantor Pertanahan untuk kepastian
hukum
2. Kantor Pertanahan Kota Madiun agar memberikan batas waktu untuk
melakukan pendaftaran peralihan kepada masyarakat supaya segera
melakukan pendaftaran peralihan tersebut.
3. Kantor Pertanahan Kota Madiun agar lebih banyak lagi melakukan
penyuluhan hukum berkaitan dengan Pendaftaran Tanah untuk
menumbuhkan kesadaran ~ hukum masyarakat mengenai pentingnya

melakukan pendaftaran peralihan di Kantor Pertanahan
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